PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan
(Gedung B Lontoi |, Il Komplek Kantor Gubernur Lama )
; Tt:h. (0380) 821827, Fax. (W) 821827 WA : 081235364466

Website : www.dpmptsp. ntipvov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421.5/12/DPMPTSP.4.3/02/2023
TENTANG
I1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 WAINGAPU
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Timur maka periu menetapkan lzin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolash Menengah Kejuruan
(SMK);

b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumba Timur dan aspek
administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 1 Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); .

4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); \

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar
(LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standarss
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;
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9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dazsar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritzs
Pendirian Izin Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggz! 16
Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanzman Modzl
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

12. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juii
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pzjzk Dalzm
Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Waingapu Nomor : 243.6/SMKM.1/11/2023
tanggal 07 Februari 2023 tentang Permohonan ljin Operasional Sekolzah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusz Tenggara
Timur Nomor : 848/1642/PK 2.3/2023 tanggal 23 Februari 2023
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolzh Menengzh
Kejuruan (SMK) Negeri 1 Waingapu terletak di JL Jend. Soeharto RT. 020 RW. 008
Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan Bidang
Keahlian antara lain :
No. Bidang Program Kompetensi Lama
Keahlian Keahlian Keahlian Pendidikan
1 Bisnis dan Manajemen Otomatisasi dan tata 3 Tzhun
Pemasaran Perkantoran Kelola Perkantoran
2. | Bisnis Manajemen Akuntansi dan Akuntansi dan 3 tahun
Keuangan Keuangan Lembaga
3. | Bisnisdan Bisnis dan Bisnis Daring dan 3 Tzhun
Manajemen Pemasaran Pemasaran
4. | Pariwisata Perhotelan dan Usaha Perjalanan 3 Tahun
Jasa Pariwisata Wisata
KEDUA Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);
KETIGA Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai
dengan tanggal 27 Februari 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
KEEMPAT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Waingapu berkewajiban memenuhi 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang beriakuy;
KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 28 Februari 2023
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Tembusan : /
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagailaporan);
4, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
11. Koordinator Pegawasa SMA, SMK, SLB Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
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PEMERINTAM PROVINGE NUSA TENGGASA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAIAS GATU 1811
PROVINGI HUGA TERGOARL TIIAUR
NOMOR 821 81 2/OPMP T 68,4 31021207%
TEMTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAIN SATUA PENIIDIYAN
BSEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SIMK) NEGERI 1 WAHNGAPY
DI KABUPATEN SBUMEBA TIMUR,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbarng © @ bahwa dalam rangka untisk mendekatvan dan meningratran geiayanan pendidian
kepada masyarakat di Vabupaten Sumba Timur mara peru menetapian 170
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidivan Sekolan Menengah ¥Yejuruan
(BMK),

b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMK Megeri 1 Sumba Timur dzn aspei
administrasi  dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Serolah Menengah Kejuruzn
(EMK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3 dzn o
diatas, periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nuga Tenggara Timur tentang izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
(EMK) Negeri 1 Sumba Timur di Kabupaten Sumba Timur,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerzh-dazeran
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Musa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 116, Tambahan Lembaran Megara Repubiik
Indonesia Nomor 1848),

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan MNasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesie Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomcr 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5678),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar
(LembaranNegara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh 8atuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Eekolah;
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Memperhetixan

Menetapkan
KESATU

©

12

=

Perzturan Mentgd . Perdidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 lenilang
Padomen Pendiien Perubaghan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Surat Mendiknas No. {UNPNAHKR2007 tanggal 24 Januad 2007 lentang 'ilofilag
Pendirian [zin Sekolah Menengah;

Pergluran Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomar 127 Tahun H02% tangual 16
Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelengguiaan olayeiin
Perizinan Beruseha dan Non Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

¢an Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraluran Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tangaal 07 Jull

2021 tenteng Tata Cera Pelaksanaan Konfirmast

Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Status Wajlly ajalc Daliam

. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Waingapu Nomor | 249, 6/SMKN. /1112023

tanggal 07 Februari 2023 tentang Permohonan ljin Qperaslonal Sekolah;

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinel Nugea Tenggara
Timur Nomor : 848/1642/PK 2.3/2023 tanggal 23 Februarl 2023

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Waingapu terletak di JI. Jend. Soeharto RT,

Sekolah Menengal

020 RW. 000

Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dengan Bidang
Kezhlian antara lain :

No.

Bidang
Keahlian

Program
Keahlian

Keahllan

Kompolonel

Lama
_Pendldikan

1

Bisnis dan
Pemasaran

Mansjemen
Perkantoran

Otomatisas| dan tata
Kelola Perkantoran

Bisnis Manajemen

Akuntansi dan
Keuangan

Akuntansl dan

2.
3

Bisnis dan
Manajemen

Bisnis dan
Pemasaran

Bisnls Daring don
Pemasaran

4.

Pariwisata

Perhotelan dan
Jasa Pariwisata

Usaha Perjnlanan
Wisata

Keuangan Lembagn

3 Tahun
o dahun
B Tahun

O Tahon

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulal tanggal 28 Fabruarl 2023 sampal
dengan tanggal 27 Februari 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpan|ang,;

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negerl 1 Waingapu berkewajlban memenuhl ¢
(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagal ketentuan yang berlaku,
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekellruan dalam penatapannya,

Ditetapkan di: Kupang
Pada tanggal : 28 Februarl 2023

Gubemu \Nusa Tenggara Timur ./
ala L Penanaman Modal
vlnsl NTT,

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagal laporan);
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Sekretarls Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Nupat Sumba Timur di Waingapu; *
‘), Dirckiur Jendoral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesla di Jakartn;
/. Dirzilur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonosla di Jokarta;
.. itepsia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsl Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Uinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Timur di Walngapu;

| J Fepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur di Walngapu;
1. l{oordinator Pegawasa SMA, SMK, SLB Kabupaten Sumba Timur di Walngapu;
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

